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ABSTRAK 

 

 
Kasus kekerasan seksual di Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang tinggi dan 

fluktuatif, menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi implementasi 

kebijakan pemerintah dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda 

Aceh dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam kepada informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 

dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun ada regulasi dan program layanan pendampingan korban, pelaksanaan 

kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, minimnya 

anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta stigma sosial yang 

menghambat pelaporan kasus. Kesimpulannya, penguatan sumber daya, 

peningkatan sinergi antar lembaga, serta edukasi masyarakat yang sensitif budaya 

sangat diperlukan untuk efektivitas penanganan kekerasan seksual di Kota Banda 

Aceh. 

Kata Kunci: kekerasan seksual, kebijakan pemerintah, implementasi, penanganan 

kasus, Banda Aceh. 
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fungsi reproduksi seseorang, yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan 

kekuasaan dan/atau perbedaan gender. Perbuatan ini bisa menimbulkan penderitaan 

baik secara psikologis maupun fisik, yang berpotensi mengganggu kesehatan 

reproduksi dan membatasi akses aman bagi individu untuk mendapatkan 

pendidikan dengan baik. Saat ini, keadaan mengenai masalah kekerasan seksual di 

Indonesia sangat memperihatinkan. Data dari Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) menunjukan bahwa hingga 11 

Agustus 2024, terdapat 15.173 kasus kekerasan, dengan perempuan mendominasi 

sebanyak 80,1% dan laki-laki sebanyak 19,9%.1 SIMFONI-PPPA mencatat bahwa 

kekerasan seksual menempati posisi teratas sebagai bentuk kekerasan yang paling 

banyak dialami oleh anak-anak pada tahun 2024, dengan total 7.623 kasus 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan 

martabat, mengecam, menyalahgunakan, atau berupa serangan fisik dan/atau pada 
 

kekerasan seksual terhadap anak.2 

 

Kekerasan seksual memiliki berbagai macam kategori dan bentuk. Sesuai 

dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) 

 

1 Diakses dari KEMENPPPA melalui, https://www.cnbcindonesia.com/research/2024081 

2072035-128-562153/kekerasan-terhadap-perempuan-melonjak-paling-banyak-dilakukan-pacar 

[akses 16 May 2025]. 
2 Diakes dari SIMFONI-PPPA, melalui https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan- 

seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FlZNL [akses 10 June 2025]. 

 

1 

http://www.cnbcindonesia.com/research/2024081
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paksaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, sementara kekerasan nonfisik 

bisa berupa pelecehan lewat ucapan, ancaman, dan penyebaran konten seksual 

tanpa persetujuan.3 

Perempuan dan anak menjadi salah satu korban dari kekerasan seksual yang 

terjadi di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena adanya konstruksi sosial budaya 

yang menempatkan perempuan dan anak dalam posisi second group. Masyarakat 

cenderung memandang perempuan dan anak sebagai milik laki-laki dan orang tua 

mereka. Pola berpikir seperti ini telah menjadi normal dan dipraktikkan selama 

berabad-abad, sehingga perempuan kehilangan otonomi atas diri mereka sendiri 

dan dianggap sebagai properti laki-laki. Bahkan, dalam tradisi hukum umum 

(common law) kuno di Inggris,pemerkosaan terhadap perempuan dianggap 

 

yang ditetapkan pada tahun 2022, bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan 

seksual baik secara fisik maupun nonfisik, pemaksaan dalam penggunaan 

kontrasepsi, pemaksaan untuk melakukan strerialisasi, pemaksaan untuk 

menikah, penyiksaan yang bersifat seksual, eksploitasi seksual, perbudakan 

seksual, serta kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. 

Kekerasan seksual fisik mencakup perbuatan seperti sentuhan, penetrasi, dan 

 

sebagai tindak pidana terhadap atau harta seseorang, bukan sebagai tindak 

pidana terhadap individu atau tubuh seseorang.4 

 

 

 

 

3 Renata Christha Auli, ‘Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS | Klinik 

Hukumonline’, HUKUMONLINE.COM, 2024 [accessed 29 May 2025]. 
4 Nazaruddin Lathif And Others, ‘Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang 

Madani’, PALAR (Pakuan Law Review), 8.4 (2022), 91–105 
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perhatian khusus di tingkat daerah. 

Lebih lanjut, Berdasarkan data yang tersedia pada Open Data Aceh, 

tercatat bahwa tiga wilayah dengan angka kasus kekerasan seksual terhadap 

perempuan dan anak tertinggi sepanjang 2016 hingga 2024 adalah Kota Banda 

Aceh, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Bireuen. Tingginya prevalensi 

kasus di ketiga daerah tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak 

sekadar merupakan isu lokal, melainkan persoalan struktural yang dipengaruhi 

oleh faktor sosial, budaya, serta lemahnya sistem perlindungan di tingkat daerah. 

Di antara ketiga wilayah tersebut, Kota Banda Aceh menempati posisi yang 

paling signifikan sekaligus strategis karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan 

dan menjadi tolok ukur dalam perumusan maupun implementasi kebijakan di 

 

Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan oleh P2TP2A Rumoh 

Putroe Aceh selama empat tahun dari tahun 2016 hingga 2019, data kasus 

kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh cukup tinggi. Hal ini 

semakin diperkuat oleh data tahun 2020 hingga 2023 yang menunjukkan jumlah 

kasus mencapai 3.956 kasus di seluruh Aceh.5 Angka tersebut menegaskan 

bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang membutuhkan 

 

Provinsi Aceh.6 

 

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

(DP3A) Aceh mengindikasikan bahwa Kota Banda Aceh secara terus-menerus 

 

5 Diakes dari P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, melalui https://dialeksis.com/klik- 

setara/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-meningkat/[akses 16 May 2025]. 
6 Diakses dari Open Data Aceh melalui https://data.acehprov.go.id/id/dataset/kasus- 

kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/resource/2f53cbcc-149e-47e8-a8e2-60c31e0c2bb3 
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menduduki peringkat teratas sebagai kawasan dengan jumlah kasus pelecehan 

seksual anak tertinggi antara tahun 2016 sampai 2019.7 Pada tahun 2016 terdapat 

100 kasus, meningkat menjadi 140 kasus pada tahun 2017, lalu 142 kasus pada 

tahun 2018, dan sedikit menurun menjadi 138 kasus pada 2019. Tahun 2020 

mencatat 114 kasus8, disusul 116 kasus pada 2021. Lonjakan kembali terjadi pada 

2022 dengan 152 kasus, kemudian 135 kasus pada 2023, dan hingga Agustus 

 
 

 

7 suci miranda, ‘Penanganan Pelecehan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendaliaan Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh Periode 

2016-2019’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 7.1 (2022) [akses 1 June 

2025]. 
8Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diakes melalui 

https://data.acehprov.go.id/dataset/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan 

anak/resource/2f53cbcc-149e-47e8-a8e2-60c31e0c2bb3 
9 Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, aceh utara tertinggi, diakses melalui 

https://modusaceh.co/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-aceh-utara- 

tertinggi/index.html?utm_. 
10 Diakes dari DP3AP2KB, melalui https://masakini.co/2024/10/15/kasus-kekerasan- 

perempuan-dan-anak-jadi-perhatian-khusus/ [akses 1 June 2025]. 
11 DP3A Aceh Prihatin Orang Terdekat Jadi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak | 

Waspada Aceh, diakses melalui https://waspadaaceh.com/dp3a-aceh-prihatin-orang-terdekat-jadi- 

pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/ [akses 1 June 2025]. 

2024 tercatat 105 kasus.9 Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun 

terdapat penurunan pada tahun-tahun tertentu, tren kasus secara keseluruhan tetap 

tinggi dan menunjukan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah serius 

di Banda Aceh. 

Selama empat tahun terakhir rentang 2020-2023 bentuk kekerasan 

terhadap anak yang dilaporkan didominasi oleh kekerasan seksual.10 Pola ini 

masih berlanjut hingga tahun 2023, di mana tindakan kekerasan seksual tetap 

menjadi tipe kekerasan yang paling sering terjadi terhadap anak-anak.11 Disisi 

lain, pada perempuan dewasa, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk 

kekerasan yang paling umum, kemudian diikuti oleh pelecehan seksual dan 

https://data.acehprov.go.id/dataset/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan%20anak/resource/2f53cbcc-149e-47e8-a8e2-60c31e0c2bb3
https://data.acehprov.go.id/dataset/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan%20anak/resource/2f53cbcc-149e-47e8-a8e2-60c31e0c2bb3
https://modusaceh.co/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-aceh-utara-tertinggi/index.html?utm_
https://modusaceh.co/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-aceh-utara-tertinggi/index.html?utm_
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telah menetapkan sejumlah regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan 

penanganan. Salah satu regulasi utama adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan 

Anak.13 Qanun ini menjadi instrumen penting yang mengatur mekanisme 

pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, 

regulasi tersebut menegaskan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah 

dalam menyediakan layanan terpadu, yang mencakup pendampingan hukum, 

dukungan  psikologis,  serta  koordinasi  lintas  sektor  guna  memastikan 

perlindungan yang komprehensif bagi korban. 

Melihat fenomena angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan 

 

pemerkosaan. Data dari PEMKO Banda Aceh hingga Oktober 2024 juga 

menunjukan bahwa sebagian besar kasus yang diawasi terkait anak adalah 

kekerasan seksual.12 Persentase ini tentunya menjadi fokus dalam penelitian ini 

dimana peran pemerintah merupakan salah satu faktor kunci dalam menimalisir 

kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. 

Dalam rangka menjawab persoalan kekerasan seksual, Pemerintah daerah 

 

 

dan anak di Banda Aceh, maka menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana 

implementassi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi kasus 

kekerasan seksual. Kondisi ini mengindikasikan adanya jurang antara aturan 

yang ada dengan praktiknya di masyarakat. Dalam perspektif ilmu politik, 

 

12 Diakses dari PEMKO Banda Aceh, melalui https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berit 

a/39904/pemko-banda-aceh-prioritaskan-perlindungan-anak.html [akses 1 June 2025]. 
13 Qanun Aceh Nomor. 9 tahun2019 tentang Penyelenggaraan penanganan Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak 

https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berita/39904/pemko-banda-aceh-prioritaskan-perlindungan-anak.html
https://prokopim.bandaacehkota.go.id/berita/39904/pemko-banda-aceh-prioritaskan-perlindungan-anak.html
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Mempertimbangkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 

 

penanganan kasus kekerasan seksual? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini 

 

meliputi: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan 

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan kasus kekerasan seksual 

di Kota Banda Aceh. 

 

implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi bagaimana dinamika politik 

lokal, faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut bahkan 

tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini 

berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN 

KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang optimal, baik dari 

segi teori maupun penerapan praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini meliputi hal-hal berikut: 
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b.  Manfaat Praktis 

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a) Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan dan evaluasi mengenai kasus kekerasan seksual di 

wilayah Kota Banda Aceh. 

b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber 

informasi yang berguna untuk mencegah dan menurunkan angka 

kekerasan seksual di Kota Banda Aceh. 

c) Untuk peneliti, penelitian ini dapat menyumbang bahan referensi dan 

semoga lebih lanjut melakukan terkait kebijakan pemerintah Kota 

 

a. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis, harapannya adalah bahwa tulisan ini di masa depan 

dapat menjadi sumber informasi yang ilmiah dan dapat di 

pertanggungjawabkan keabsahan datanya untuk pengembangan 

pengetahuan, khususnya yang terkait dengan tema kebijakan pemerintah 

di Banda Aceh terkait penanganan kasus kekerasan seksual. 

 

Banda Aceh terhadap penanganan kasus kekerasan seksual.
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